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PUTUSAN
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PUEN )]\ i )J\ Al e
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus

sebagai berikut dalam perkara:
AHMAD ZAHRI NUR BIN M. NURDIN BASRI, bertempat
tinggal di Jalan Dusun VIl/Selasih Gang Damai Kelurahan
Bandar Khalipah Nomor 12 Kecamatan Percut Sei Tuan
Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa
kepada Akhyar Idris Sagala, S.H, Advokat, berkantor di
Komplek Perumahan Denai Green Land Nomor 8 Jalan
Panglima Denai Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai
Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10
Desember 2017;
Pemohon Kasasi;

Lawan

HAFSAH HASAN BINTI HASANUDDIN NST, bertempat
tinggal di Jalan Olah Raga Kelurahan Kebun Lada
Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai, dalam hal ini memberi
kuasa kepada Rosfiana Tanjung, S.H., Advokat, berkantor di
Jalan Gatot Subroto Nomor 78-B Sei Sekala Kecamatan
Selesai Kabupaten Langkat, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 22 Desember 2017;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberi-
kan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
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2. Mejatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Ahmad Zahri Nur Bin M.
Nurdin Basri) terhadap Penggugat (Hafsah Hasan binti Hasanuddin NST);

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang
timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, dan.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama
Binjai dengan Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.Bji., tanggal 19 Juli 2017
Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1438 Hijriah, kemudian
putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan
Putusan Nomor 96/Pdt.G/2017/PTA.Mdn., tanggal 18 Oktober 2017 Masehi
bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1439 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan
kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 November 2017, kemudian
terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2017 diajukan
permohonan kasasi pada tanggal 12 Desember 2017 sebagaimana ternyata
dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.Bji. yang dibuat
oleh Panitera Pengadilan Agama Binjai, permohonan tersebut diikuti dengan
memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan tersebut pada tanggal 22 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasan-
nya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam
tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang,
oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal
22 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan
ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi seluruhnya;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor
96/Pdt.G/2017/PTA.Mdn., tanggal 18 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan
tanggal 28 Muharam 1439 Hijriah jo. Putusan Pengadilan Agama Binjai
Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.Bji., tanggal 19 Juli 2017 Masehi bertepatan
dengan tanggal 25 Syawal 1438 Hijriah;
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Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara
yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah
mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 11 Januari 2018
yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori
kasasi dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti/Pengadilan Tinggi
Agama Medan, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-5:

Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat
dipertimbangkan karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak
salah dalam menerapkan hukum, karena Termohon Kasasi dinilai dapat
membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi
sudah pecah, hal itu dapat dilihat pada saat masih bersama sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran karena ada kecurigaan Pemohon Kasasi
bahwa Termohon Kasasi berhubungan dengan laki-laki lain, akibatnya
Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sudah berpisah sejak bulan
Desember 2016 sampai sekarang tanpa komunikasi yang baik antara satu
dengan yang lain, meskipun sudah diupayakan damai tetapi tidak berhasil,
karena itu gugatan Termohon Kasasi telah memenuhi ketentuan Pasal 39
ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf
(f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata
putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam perkara ini
tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka
permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, Ahmad Zahri Nur
Bin M. Nurdin Basri, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang
perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan
kepada Pemohon Kasasi;
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Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILL

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, AHMAD ZAHRI
NUR BIN M. NURDIN BASRI, tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara
dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada
hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018 oleh Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.
Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua
Majelis, Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.
Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para
Hakim Anggota tersebut dan Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES. Panitera
Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,
Ttd. Ttd.
Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.
Ttd.
Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti,
Ttd.

Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES.
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Biaya-biaya Kasasi:

IL.Meterain ... Rp 6.000,00
2. RedaksSi... Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi............. Rp489.000,00
Jumlah .o, Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RL.I.
A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. Abd. Ghoni, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005
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